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ABSTRAK

Perlindungan Terhadap Wakil Negara
Pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ditinjau Dari
Konvensi Wina 1975
(Studi Kasus Markas Besar PBB New York)
iNama : Ryan Oetary, No. BP: 95140 056,
Fakultas Hukum UNAND, 65 him, 2000)

Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB) dibentuk  bertujuan  untuk
mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional. Salah satu upaya
vang, dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  untuk
mewujudkan tujuannya adalah dengan mengadakan kerjasama dengan
para anggotanya dalam bentuk penerimaan dan pengiriman dari
perwakilan-perwakilan kedua belah pihak.

Perwakilan suatu negara anggota mempunyai salah satu tugas dan
fungsi untuk menjalin hubungan yang harmonis dan menjaga hubungan
yang bersahabat serta mewujudkan kerjasama diantara kedua belah
pihak. Agar tugas dan fungsi dari wakil negara tersebut dapat berjalan
dengan baik dan lancar, maka setiap negara khususnva negara tuan
rumah harus memberikan perlindungan yang baik terhadap wakil negara
anggota yang ditempatkan pada organisasi tersebut.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mencoba mengkaji beberapa
permasalahan vaitu : apakah yang dimaksud dengan perlindungan
terhadap wakil negara pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (P'BB) dan dasar
hukumnya, bagaimana perlindungan terhadap wakil negara pada
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ditinjau dari Konvensi Wina 1975 dan
bagaimana perlindungan yang diberikan oleh Amerika Serikat sebagai
negara tuan rumah dalam memberikan perlindungan terhadap wakdl
negara terschut.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian
vang bersifat yuridis sosiologis yaitu dengan melakukan langsung ke
lapangan untuk memperoleh data yvang akurat. Dalam pembahasan
penuiis menggunakan alat pengumpul! data vaitu disamping studi
dokumen juga melakukan wawancara dengan pihak-pihak  vang
berkompeten terhadap masalah int.

Dari hasil penelidan yang penulis lakukan terlihat bahwa
perlindungan terhadap wakil negara pada Perserikatan Bangsa-Bangsa
PRB) ini sama halnya dengan perlindungan terhadap wakil diplomatik
pada umumnva, ini terlihat dari pengertian perwakilan yang diberikan
oleh negara-negara anggota dan ahli-ahli serta peraturan-peraturan yang
mengatur masalah tersebut. Perlindungan yang diberikan oleh Konvensi
Wina 1975 kepada wakil negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
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PENDAHULUAN

¢ A. Latar Belakang Masalah.
Pertukaran wakil negara secara permanen antar negara sudah

mulai lazim dilakukan oleh nepara-negara didunia, bahkan pemberian

perlindungan pada perwakilan negara telah diterima sebagai praktek

negara-negara,

Perkembangan vang terjadi selanjutnya dan tidak dapat dipungkiri
adalah tumbuh dan berkembangnya organisasi-organisasi internasional
S vanz bersifat publik maupun privat. Sebelum perang dunia kedua
oreamsas internasional sudah  berkembang, namun  perkembangan
~oamsas nternasional sangat pesat sesudah perang dunia kedua atau
s kata lain perkembangannya organisasi internasional pada abad
wow: puluh ini adalah sedemikian cepainya, semenjak tahun 1941
=& Zengan 1983 tidak kurang dari 381 organisasi internasional ?

“lenghadapt kenyataan ini, Hukum Internasional khususnya
L= Diplomatik mengalami kemajuan dalam artian yang diatur tidak

¢ -Subungan antar negara saja namun hubungan antara negara

~e=2: Sarihartono, 1987, Organisasi dan Administrasi Internasional, Usaha
S=rabaya, hlm102



dengan  organisasi  internasional  termasuk  hak, kewajiban - dan
kedudukannva.

Salah satu organisasi internasional yany bersifal publik vang
mempunyai anggota dari negara-negara yang  ada di dumia  dan
mengemban  tugas  menciptakan  perdamaian  dan keamanan  serta
menciptakan hubungan yang harmonis antar negara yaitu PBB.

Sejak berdirinya PBB, kebiasaan membentuk suatu misi permanen
(perwakilan tetap) dari berbagai negara anggota yang berasal dar
organisasi ini telah berkembang. Misi-misinya, pada umumnya, schagai
penghubung antara negara-megara anggota dengan Sckretarial Jenderal
Letika orean-organ PBB ini tidak sedang dalam pertemuan-alau sesi-sesi
tertentu.”

Dengan dibukanya perwakilan tetap suatu negara pada PBB maka
2kan memudahkan negara tersebut untuk berhubungan dan bekerja sama
dengan organisasi melalui wakil-wakilnya untuk dapat terlaksana denpan
naik tugas dan fungsinya pada organisasi maka wakil-wakil negara
ersebut wajib dilindungi secara internasional.

PBB sebagai organisasi internasional dan semua negara anggota

—empunyai wakil tetap, maka Duta Besar di PBB juga memiliki hak-hak

*© mat General Assembly Resoluticn No.257(111), 3 Desember 1945




BADB IV
PENUTUP

1.Kesimpulan.

Berdasarkan wuraian-uraian  pada  bab-bab  sebelumnya, maka
penulis menyimpulkan skripsi ini sebagai berikut

I. Perlindungan didalam istilah hukum pada umumnya mencakup dua
pengertian yvaitu hak-hak istimewa dan hak kekebalan. Hak istimewa
merupakan suatu pembebasan atav pengecualian terhadap suatu
kewajiban yang diberikan kepada sescorang terhadap suatu peraturan
atau hukum, Sedangkan kekebalan adalah suatu hak kebebasan dari
yvurisdiks: pengadilan, baik pidana maupun perdata.

2. Perlindungan yang diberikan Konvensi Wina 1975 kepada wakil
negara pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) jauh lebih besar dari
vang diberikan negara-negara tuan rumah, sehingga banyak negara-
pegara tuan rumah vang tidak meratifikasi Konvensi Wina 1975
tersebut, Didalam Konvensi sendiri tidak ada mengatur mengenai
Fersoma Non Grata, dikarenakan Konvensi melihat bahwa wakil
negara tersebut lidak diakreditasi pada negara tuan rumah, melainkan
nada organisasi internasional.

3. Perlindungan yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada wakil-
wakil negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa didasarkan pada

Headquarters Agreement 1947 dan Konvensi Wina 1961, karena
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